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P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Bambang Irawan bin Baderi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani,  bertempat tinggal  di  Dusun V,  Desa Muara

Burnai, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering

Ilir, sebagai Pemohon I;

Rojiah binti Mujianto, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Muara

Burnai, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering,

sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal 05 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kayuagung  pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

56/Pdt.P/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad

nikah  di  laksanakan  menurut  syari’at  Islam,  di  Desa  Muara  Burnai  I,

Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir

pada  hari  Sabtu  tanggal  17  Januari  1995,  wali  nikah  Ayah  kandung

Pemohon  II  yang  bernama  Mujianto  bin  Katijo,  dengan  mas  kawin

berupa Berupa Uang Rp10.000,-  tunai,  dan disaksikan 2  orang saksi

masing-masing 1. Suwandi bin Sarengat 2. Lamiran bin Mangun;
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2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I

dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh

wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;

4. Bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada perjanjian

pernikahan;

5. Bahwa  Pemohon  II  pada  saat  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  merupakan

pernikahan pertama  bagi keduanya dengan status jejaka dan perawan;

7. Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  memiliki

hubungan  kekeluargaan,  hubungan  semenda  maupun  hubungan

sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara

Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat  pernikahan,  Pemohon I  dan PemohonII  telah

memenuhi  umur  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-

undangan;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas

dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak

manapun;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan

nikah sudah/belum melengkapi administrasi pernikahan;

11. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan

Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I

dengan  Pemohon  II  masih  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah

berdasarkan hukum dan Pemohon I  dan Pemohon II  tetap beragama

Islam;

12. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II

bertempat tinggal di Dusun V, Desa Muara Burnai, Kecamatan Lempuing

Jaya,  Kabupaten Ogan Komering Ilir  dan selama pernikahan tersebut

Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya
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suami  isteri  dan  telah  dikaruniai  anak 3  orang,  yang  bernama:  Siti

Fatimah, Feri Andi Saputra, dan Muhammad Samsuddin;

13. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I  dengan Pemohon II

tidak  mempunyai  Kutipan Akta  Nikah,  sedangkan  akta  nikah tersebut

saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti

otentik  atas  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dan  untuk

kepentingan  administrasi  lainnya,  oleh  karena  itu  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  mohon  penetapan  pengesahan  nikah  (isbat  nikah)  dari

Pengadilan  Agama  Kayuagung  yang  menyatakan  bahwa  pernikahan

Pemohon I  dengan Pemohon II  yang terjadi  pada tanggal  07 Januari

1995 yang dilaksanakan di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan

Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Kayuagung  cq.  hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Bambang Irawan bin Baderi  dengan

Rojiah  binti  Mujianto,  yang  dilaksanakan  pada  hari  Sabtu,  tanggal  07

Januari 1995, di Lempuing Jaya; 

3. Memerintahkan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  mencatatkan/

mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor

Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya; 

4. Menetapkan  biaya  perkara  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  atau

apabila  Pengadilan  berpendapat  lain,  Pemohon  mohon  diputus  dengan

seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir

sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah

mengajukan bukti tertulis berupa:
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1.  Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602222003120164, tanggal 20

Maret  2012,  An.  Kepala  Keluarga  Pemohon I,  yang  dikeluarkan  oleh

Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Kabupaten  Ogan

Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah

dicocokkan  ternyata  sesuai  dengan  aslinya,  lalu  diparaf  oleh  Ketua

Majelis dan diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di

muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Lamiran  bin  Mangun,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMP,

pekerjaan  tani,  bertempat  tinggal  di  Desa  Muara  Burnai  I,  Kecamatan

Lempuing  Jaya,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para

Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II  telah menikah di  Desa Muara

Burnai, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada

17 Januari 1995;

- Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah  kandung

Pemohon II bernama Mujianto;

- Bahwa yang menikahkan adalah Ijab dilakukan langsung oleh wali nikah

Pemohon II, bernama Mujianto;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Suwandi dan saksi

sendiri Lamiran;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I  kepada Pemohon II  berupa

berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II

berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II;

- Bahwa  itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta

nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
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2. Suwandi  bin  Saringat,  umur  52  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  tani,  bertempat  tinggal  di  Desa  Muara  Burnai  I,  Kecamatan

Lempuing  Jaya,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para

Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II  telah menikah di  Desa Muara

Burnai, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada

17 Januari 1995;

- Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah  kandung

Pemohon II bernama Mujianto;

- Bahwa yang menikahkan adalah Ijab dilakukan langsung oleh wali nikah

Pemohon II, bernama Mujianto;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri, Suwandi

dan Lamiran;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I  kepada Pemohon II  berupa

berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II

berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II;

- Bahwa  itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta

nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa  selanjutnya  para  Pemohon  tidak  mengajukan  apapun  lagi  dan

mohon penetapan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  para  Pemohon  mengajukan

permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

melangsungkan  pernikahan  di  Desa  Muara  Burnai  I,  Kecamatan  Lempuing

Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada 17 Januari 1995, dengan wali nikah

ayah kandung Pemohon II  bernama Mujianto,  yang ijab  kabulnya dilakukan

langsung  oleh  wali  nikah Pemohon II  bernama Mujianto,  dengan  maskawin

berupa berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai,

dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Suwandi dan Lamiran,

namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah

karena  pernikahan  tersebut  tidak  tercatat  di  KUA,  sementara  Pemohon  I

dengan  Pemohon  II  sangat  membutuhkan  bukti  pernikahan  sah  untuk

penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  para

Pemohon  telah  mengajukan  bukti  P  berupa  fotokopi  Kartu  Keluarga,  yang

dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang sebagai  akta autentik,  bermeterai

cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti P tersebut

menerangkan  tentatng  identitas  kependudukan  para  Pemohon  dan  para

Pemohon  merupakan  satu  keluarga  dimana  Pemohon  I  sebagai  kepala

keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang

hendak  dibuktikan  oleh  para  Pemohon  juga  tidak  terdapat  sesuatu  yang

membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti  tersebut telah memenuhi syarat

formil  dan  materil  dan  sebagai  akta  autentik  memiliki  kekuatan  pembuktian

yang  sempurna  dan  mengikat,  maka  berdasarkan  bukti  tersebut  harus

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi

kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu Lamiran dan Suwandi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa

yang  memberikan  keterangan  berdasarkan  pengetahuan  sendiri  yang

disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka

sidang,  isi  keterangan  para  saksi  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dalam

duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak
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terdapat  halangan  diterimanya  kesaksian  para  saksi  tersebut,  maka  hakim

tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

sehingga  dapat  diterima  dan  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk

menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Pemohon  yang

dihubungkan  dengan  hasil  analisa  alat-alat  bukti  sebagaimana  telah

dipertimbangkan  di  atas,  maka  telah  ditemukan  fakta-fakta  hukum  sebagai

berikut:

 Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

pada 17 Januari 1995 di Desa Muara Burnai I, Kecamatan Lempuing Jaya,

Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

bernama Mujianto yang ijab kabulnya langsung oleh wali nikah Pemohon II,

bernama  Mujianto,  dengan  maskawin  berupa  berupa  uang  sejumlah

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang

saksi nikah masing-masing bernama Suwandi dan Lamiran;

 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II

berstatus gadis;

 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

atau  sesusuan  atau  hal  lain  yang  menghalangi  pernikahan  Pemohon  I

dengan Pemohon II;

 Bahwa  itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta

nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon  beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah

yuridiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

2. Bahwa  perkara  yang  diajukan  Para  Pemohon  adalah  perkara

pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II  telah menikah menurut syariat

Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun

pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan

perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  terkecuali  dalam  hal
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pernikahan keduanya tidak tercatat di  Kantor Urusan Agama Kecamatan

setempat;

4. Bahwa  tidak  ada  larangan  dalam  pernikahan  Pemohon  I  dengan

Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon

adalah  untuk  mendapatkan  bukti  sahnya  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah

dan akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diatas  majelis  dapat

mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah

yuridiksi  Pengadilan  Agama  Kayuagung,  dan  keduanya  mengajukan

perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat

(1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  diubah

dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  perkara  ini  merupakan

kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kayuagung;  

2. Bahwa  pernikahan  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  yang

dilaksanakan  pada  tanggal  17  Januari 1995  di  Desa  Muara  Burnai  I,

Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir telah memenuhi

syarat  dan  rukun  perkawinan sebagaimana  diatur  dalam pasal  2  dan 6

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II  yang

dilaksanakan  pada  tanggal  17  Januari 1995  di  Dusun  III,  Desa  Muara

Burnai I, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak

ada  halangan  perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  8  Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II  dilaksanakan

pada  tanggal  17  Januari 1995  di  Dusun  III,  Desa  Muara  Burnai  I,

Kecamatan  Lempuing  Jaya,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir akan  tetapi

pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI),
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bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat

oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah

yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan

Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mempertimbangkan  dalil  syar’i  sebagai

berikut kitab I’aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi: 

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan,

harus  menyebutkan  sahnya  perkawinan  dan  syarat-syaratnya,  seperti

adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Dan dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Artinya:  Dan  diterima  pengakuan  orang  yang  sudah  baligh  dan  berakal

tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid. 

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh

Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas

serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun

untuk kepentingan administrasi  kependudukan lainnya maka oleh karenanya

Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk

dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian  hukum bagi

Para Pemohon terkait pernikahan mereka; 

Menimbang,  bahwa di  samping perkara  pengesahan pernikahan Para

Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana

tersebut di  atas, pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  tersebut juga telah

memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan  secara  syari'at  Islam sebagaimana

diatur  juga  dalam  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam,  telah  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
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dan  perkawinan  tersebut  tidak  melanggar  larangan  perkawinan  yang  diatur

dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Pasal  39,  Pasal  40,  Pasal  41,  Pasal  42,  Pasal  43  dan Pasal  44 Kompilasi

Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan  permohonan Pemohon I

dan  Pemohon  II  pada  petitum  angka  1  (satu)  dan  2  (dua)  dalam  surat

permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  angka  (2)  Undang-Undang

Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menyatakan  tiap-tiap  perkawinan

dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  Pasal  5

Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang,  bahwa  untuk  memberikan  perlindungan,  pengakuan  dan

status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I  dengan Pemohon II,  dan

untuk  terwujudnya  pengaturan  administrasi  kependudukan  khususnya  yang

berkaitan  dengan  pencatatan  perkawinan,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  36

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri

Agama  Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Pencatatan  Pernikahan,  Hakim

memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut

kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  seluruh  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-

undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N 

1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.  Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Bambang Irawan

bin  Baderi dengan  Pemohon  II  Rojiah  binti  Mujianto yang

dilaksanakan pada 17 Januari 1995 di Desa Muara Burnai I, Kecamatan

Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
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3.  Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya’ban 1442 Hijriah oleh Saifullah

Anshari,  S.Ag.,  M.Ag  sebagai  hakim  tunggal  pada  Pengadilan  Agama

Kayuagung,  penetapan  mana  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam  sidang

terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Winda

Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para

Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H       Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag

Perincian Biaya Perkara :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00  
  2.  ATK  Rp50.000,00  
  3.  Panggilan  Rp250.000,00  
  4.  Biaya PNBP Panggilan  Rp10.000,00
  5.  Redaksi  Rp10.000,00  
  6.  Meterai  Rp10.000,00  

   Jumlah  Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
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